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Remisi untuk Koruptor

Edi Setiadi
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Banten,

merintah dalam bidang yudikatif,

melainkan hak terpidana yang

telah ditentukan dan pemerintah

berhak untuk memberikan pengu-

rangan hukuman tanpa mengha-

pus kesalahan dan s i
pakan rehabilita;

Apabila melihat bunyi Peratur-
an Pemerintah Nomor 99 Tahun
2012, tidak ada perlakuan khusus
kepada siapa sebaiknya remisi itu
di an. Semua terpidana ber-

ox _hak mendapat remisi baik itu ter-

- pidana kasus korupsi, terorisme,
maupun tindak pidana lainnya.
Peraturan ini hauynmeusyamdsan
~bahwa remisi dapat diberikan
kepada warga binaan, asalkan
rtmnuh:syarat -syarat tertentu tan-

; menyebm jenis tindak pi-

lan pemberian remisi ke-
idana korupsi hanyalah
tas dan tidak pantas atau
dengan political

si telah berjasa

gara memang ti

kiri. Akan tetapi, harus d&
akibat dari perbuaf a
menimbulkan t
banyak yaitu m
umum dan neg

korupsi tel.xh meng

mengganggu pelayans an ;v an
dan yang sangat mer

kehidupan ekonomi adalah me
runnya tingkat investasi dan pro-
duktivitas modal baik y

dari dalam negeri maupun dari
luar negeri.

Problem utama npegeri ini
adalah merajalelanya korupsi di
semua lini kehidupan, sehingga
kehidupan ekonomi rakyat dan
peran negara untuk menyejahtera
kan rakyatnya tidak pemah terca-
pai. Oleh karena itu, pemberan-
tasan kasus korupsi harus mery-
pakan prioritas utama. Amat di-
sayangkan jika kita tidak berhasi!
menekan laju korupsi, Sebab, dari
sudut perangkast pmuxlnng un
dangan, Indonesia telih memiliki
perundang-undangan pemberan-
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